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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 1§ TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur tentang perubahan
materi dan visual reklame terhadap masa pajak yang
belum berakhir pada Peraturan Bupati Nomor 17 tahun
2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame,
perlu dilakukan perubahan guna penyesuaian dalam
pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran FNTegara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4060);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peratufan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan :

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 128);

16.Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 20]1 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita
Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 17);

17. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kabupaten
Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

(Berita Daerah Kabupaten Gorontale Tahun 2015 Nomor
9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
REKLAME;
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Pasal I
Ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor
17 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011

Nomor 17), dirubah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 7

(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 yaitu:
NSR = NJOPR + NSPR.

(2) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) diperoleh dari
hasil perkalian antara luas reklame dengan besaran
Nilai Pokok Obyek Reklame (NPOR), yaitu:

NJOPR = Luas Reklame x NPOR
(3) Besaran Nilai Pokok Obyek Reklame (NPOR), sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Keputusan
Bupati.

(4) Nilai Strategi Pemasangan Reklame (NPSR) diperoleh
dari hasil perkalian antara Harga Titik (HT) dan Nilai
Titik (NT) yaitu:

NSPR = HT x NT

(5) Nilai Titik (NT) diperoleh dari hasil perhitungan
berdasarkan bobot dan score pemasangan reklame.

(6) Untuk setiap Nilai Titik (NT) ditetapkan dengan Harga
Titik (HT) sebesar Rp. 40.000,-.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 'S ﬁ\'ﬁUS’l’MS 2elb
<

BUPATE GORONTALO, ¥

Diundangkan di Limboto

pada tanggal & %US&V& Jolb

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

-

AH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR !(



